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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2022 NOMOR 18 

 

PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 

NOMOR 18 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 46 

TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN 

PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH PROF. H. M. ANWAR MAKKATUTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTAENG, 

Menimbang:  a. bahwa Dewan Pengawas telah diatur dalam 

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 46 Tahun 2021 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dewan 

Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Prof. H. M. Anwar Makkatutu; 

b. bahwa  karena adanya penambahan  persyaratan 

pemberhentin Anggota Dewan Pengawas 

dipandang perlu melakukan perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 46 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan 

Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Prof. H.M. Anwar Makkatutu; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  1822); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana         

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  243 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6577); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan ( Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6389); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587),  sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan keuangan Antara pemerintah Pusat 

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 

2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit            

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 360); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah            

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213). 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

BANTAENG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH PROF. H. M. ANWAR 

MAKKATUTU  

 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 46 

Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Pengawas 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. 

M. Anwar Makkatutu diubah sehingga selengkapnya sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa 

jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. 

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum 

habis masa jabatannya. 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan 

pengawas terbukti : 

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; 

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 
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c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; 

d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah 

Sakit; atau 

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka 

tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan 

sementara dari jabatannya oleh Bupati. 

(5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : 

a. permintaan sendiri; 

b. reorganisasi; 

c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah 

berakhir; atau 

d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; 

(6)   Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : 

a.  masa jabatannya berakhir; dan/atau 

b. meninggal dunia. 

(7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditetapkan 

oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direktur. 

2. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu ) Pasal yakni 

Pasal 42A, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 42A 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati 

Bantaeng Nomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

pembentukan  Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 50 ) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bantaeng. 

                                                      

Ditetapkan di Bantaeng 

pada tanggal 31 Mei 2022 

BUPATI BANTAENG, 

Cap/ttd. 

ILHAM SYAH AZIKIN 

 

Diundangkan di Bantaeng  

pada tanggal 31 Mei 2022 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 

  

 

 

   ABDUL WAHAB 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 TAHUN 2022 NOMOR 18 

 


